
I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 Aksi 10 11 12 13

1 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri

5

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri

2 3 4

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

2

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Industri

Jumlah Dokumen Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri

1

2. PROGRAM 

PENGENDALIAN IZIN 

USAHA INDUSTRI

Persentase Izin Usaha 

Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha Industri 

(IPUI), Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

yang diterbitkan sesuai 

ketentuan

83% Penerbitan Izin Usaha 

Industri (IUI), Izin Perluasan 

Usaha Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan Industri 

(IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Izin Usaha 

Industri (IUI), Izin Perluasan 

Usaha Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan Industri 

(IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) yang 

diterbitkan sesuai ketentuan

83% Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Perizinan di 

Bidang Industri dalam Lingkup 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten/ Kota

Persentase Izin Usaha Industri (IUI), 

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan Kawasan Industri 

(IPKI) yang diterbitkan sesuai 

ketentuan

20,75 20,75 20,75 20,75

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1. PROGRAM 

PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Kebutuhan 

perencanaan dan evaluasi 

pembangunan industri 

yang difasilitasi

82% Penyusunan dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota

Persentase Rencana 

Pembangunan Industri yang 

dilaksanakan

82%

RENCANA AKSI DINAS PERINDUSTRAIN DAN TENAGA KERJA

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026

TARGET TRIWULAN

Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri



3. PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM INFORMASI 

INDUSTRI NASIONAL

Persentase Informasi 

Industri Secara Lengkap, 

Akurat, dan Terkini 

83% Penyediaan Informasi Industri 

untuk Informasi Industri untuk 

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Data Industri 

yang dikelola dengan SIINAS 

(Sistem Informasi Industri 

Nasional) 

83% Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan Analisis Data 

Industri, Data Kawasan Industri 

serta Data Lain Lingkup 

Kabupaten/Kota

Melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas)

Persentase Data Industri yang 

dikelola dengan SIINAS (Sistem 

Informasi Industri Nasional)

20,75 20,75 20,75 20,75

71,05%

64,45%

1 PROGRAM PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA

Persentase Pencari Kerja 

dan Tenaga Kerja yang 

Mendapatkan Fasilitasi 

Pelatihan dan 

Peningkatan Produktivitas 

90,3 % Pelaksanaan Pelatihan 

berdasarkan Unit Kompetensi

Persentase Pencari Kerja 

yang mendapatkan Fasilitasi 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi 

512 Orang Proses Pelaksanaan Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi 

Pencari Kerja berdasarkan 

Klaster Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang

Mendapat Pelatihan Berbasis

Kompetensi pada Tahun n

12 Lembaga Koordinasi Lintas Lembaga dan 

Kerja Sama dengan Sektor 

Swasta untuk Penyediaan 

Instruktur serta Sarana dan 

Prasarana Lembaga Pelatihan 

Kerja

Jumlah

Kesepakatan/Koordinasi

dalam rangka Optimalisasi

Kapasitas Instruktur dan

Peningkatan Sarana

Prasarana Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas pada Tahun n

2 PROGRAM 

PERENCANAAN TENAGA 

KERJA

Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

Menyusun Rencana 

Tenaga Kerja 

100% Penyusunan Rencana 

Tenaga Kerja (RTK)

Jumlah Dokumen Rencana 

Tenaga Kerja Makro 

1 Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga 

Kerja Makro

Jumlah Dokumen Rencana

Tenaga Kerja Makro 
1 dokumen

PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA

Prosentase Tenaga Kerja 

yang ditempatkan di 

sektor formal dan informal 

90,3 % Pelayanan antar Kerja di 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kerja yang 

Diberdayakan Melalui 

program Perluasan 

Kesempatan Kerja 

19 Orang Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang

Diberdayakan Melalui

program Perluasan

Kesempatan Kerja

19 orang

Jumlah Tenaga Kerja 

Disabilitas yang Mendapatkan 

Fasilitasi Layanan ULD 

50 Orang Penyelenggaraan Unit Layanan 

Disabilitas Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja

Disabilitas yang Mendapatkan

Fasilitasi Layanan ULD

50 orang

Pengelolaan

Informasi Pasar

Kerja

Persentase Pencari

Kerja yang

mendapatkan fasilitasi

Informasi Pasar Kerja

130 Orang Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang

Mendapatkan Pekerjaan

Melalui Job Fair/Bursa Kerja

130 orang

4 PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan 

yang memenuhi 

persyaratan kerja

70% Pengesahan Peraturan 

Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama 

untuk Perusahaan yang 

Hanya Beroperasi dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi 

Sarana HI (PP/PKB, Struktur 

Skala Upah, dan LKS Bipartit) 

dan Pekerja yang Terdaftar 

sebagai

Peserta Jamsostek serta 

Pengupahan

90 Laporan Penyelenggaraan Pendataan 

dan Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja serta Pengupahan

Jumlah laporan hasil pembinaan dan 

pengembangan hubungan industrial 
15 30 30 15

2 Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Cakupan  kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Pencegahan dan 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase kasus 

Perselisihan Hubungan 

Industrial yang diselesaikan 

dengan anjuran dan 

perjanjian bersama

7 Perkara Pencegahan Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada  

kepentingan di 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota

Jumlah dokumen mediasi 

penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial 

2 2 2 1

Pembina Utama Muda
Nip. 19691220 199003 1 009
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